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INTISARI 

 

Tanah sumber kehidupan bagi setiap manusia, dalam hal ini tanah dapat dimiliki 

secara individu maupun kelompok. Tanah yang berada di masyarakat hukum adat disebut 

Tanah Ulayat. Masyarakat adat Dayak, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sangat 

menjunjung tinggi tanah adat. Tanah adat masih diakui secara jelas baik itu oleh negara 

maupun masyarakat pada umumnya. Di Kalimantan Tengah memiliki Lembaga adat 

Kedamangan sebagai suatu pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat Dayak. 

Lembaga Adat Kedamangan salah satunya berperan dalam penyelesaian sengketa 

tanah adat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Peran Lembaga adat Kedamangan dan 

Mantir adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat sangatlah penting. Peraturan Daerah 

Kalimantan Tengah nomor 16 tahun 2008 tentang kelembagaan adat Dayak di Kalimantan 

Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah 

Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah di Kalimantan Tengah merupakan bukti keseriusan 

Pemerintah Daerah dalam rangka melibatkan lembaga adat kedamangan sebagai partner 

Pemerintah Daerah terutama dalam penyelesaian sengketa tanah adat.  

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan Pendekatan Sosiologi Hukum 

dengan mengkaji melalui Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan serta Teori Musyawarah 

Mufakat menurut hukum adat. Penelitian ini juga menggunakan Asas Kepastian Hukum dan 

Asas Keadilan terkait keputusan yang dikeluarkan Lembaga adat Kedamangan dan Mantir 

adat. 

Peran Lembaga adat Kedamangan dan Mantir adat dalam penyelesaian sengketa tanah 

adat di Palangkaraya merupakan pokok dari tulisan ini. Putusan yang dilakukan oleh 

Lembaga Kedamangan dan Mantir adat ini dirasa mampu memberikan keadilan dan 

kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Sehingga sampai saat ini Lembaga 

Kedamangan di Kalimantan Tengah masih berperan penting bagi masyarakat Dayak. 

Kata-kata kunci : Penyelesaian sengketa, Tanah Adat, Kedamangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Land as a source of life for every human being, in this case land can be owned 

individually or in groups. The land in the customary law community is called ulayat land. 

The Dayak indigenous people, in Palangkaraya, Central Kalimantan, uphold the customary 

land very much. Customary land is still clearly recognized both by the state and the general 

public. In Central Kalimantan, there is Kedamangan Customary Institution as a recognition of 

the existence of Dayak customary law community. 

One of the Kedamangan Customary Institution’s roles is resolving customary 

land disputes in Palangkaraya, Central Kalimantan. The roles of Kedamangan Customary and 

Customary Mantir Institutions in resolving customary land disputes are very important. 

Central Kalimantan Regional Regulation number 16 of 2008 concerning Dayak customary 

institutions in Central Kalimantan and Central Kalimantan Governor Regulation number 13 

of 2009 concerning the Customary Land and Rights Above Land in Central Kalimantan are 

evidences of the Regional Government’s seriousness in order to involve the customary 

institutions as local government partners, especially in resolving customary land disputes. 

This study is a normative research with the sociology of law approach by 

examining through legal certainty theory, justice theory and consensus theory according to 

the customary law. This study also uses the principle of legal certainty and the principle of 

justice which are related to decisions issued by the Kedamangan Customary Institution and 

Customary Mantir. 

The role of the Kedamangan Customary Institution and the Customary Mantir in 

the settlement of customary land disputes is the subject of this paper. The decision made by 

the Kedamangan Customary Institution and Customary Mantir is considered capable of 

providing justice and legal certainty for the litigants. So far, Kedamangan Institutions in 

Central Kalimantan still play an important role for the Dayak community.  

Keywords: Dispute resolution, Customary Land, Kedamangan. 
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